BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
1. Suku Polahi adalah salah satu suku terasing yang masih hidup di pedalaman
hutan pulau Sulawesi khususnya di Provinsi Gorontalo. Perlindungan Hukum
Masyarakat Suku Polahi dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan dan
Kependudukan khususnya pada masyarakat Suku Polahi di Desa Tamaila
Utara belum berjalan optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam
konstitusi Indonesia dan UU Ketenagakerjaan serta UU Administrasi
Kependudukan. Dalam bidang pekerjaan masih terdapat masalah yang cukup
krusial, yaitu terkait dengan upah dan kesejahteraan bagi masyarakat suku
Polahi yang dipekerjakan oleh masyarakat lokal atau masyarakat luar suku.
Permasalahan yang sebenarnya akan muncul ketika perlindungan secara
hukum positif bagi seorang pekerja tersebut harus didasari pada pembentukan
perjanjian kerja, sementara lingkup masyarakat yang harus mendapatkan
perlindungan hukum secara upah dan peningkatan kesejahteraan dalam
pekerjaan adalah masyarakat adat atau suku pedalaman yang masih memiliki
keterbatasan pengetahuan tentang membaca dan menulis, sehingga sejatinya
dibutuhkan sebuah peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota atau peraturan
turunannya yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat Suku Polahi
agar ketika bekerja mereka mendapatkan hak-haknya secara seimbang dan

sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan serta sesuai dengan amanat
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konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun
pemenuhan hak kependudukan masyarakat Suku Polahi Dusun Tumba
Tamaila Utara (hak pencatatan perkawinan dan hak mendapatkan pendidikan)
belum sepenuhnya terlaksanakan sehingga berdampak pada ketiadaan
kehadiran dokumen negara terkait perkawinan masyarakat suku Polahi dan
berimplikasi terhadap status hukum anak dan penerimaan berbagai pelayanan
publik masyarakat Suku Polahi.

. Faktor yang menghambat pemenuhan hak pekerjaan dan kependudukan bagi
masyarakat Suku Polahi dapat dibagi dalam dua faktor utama, yaitu faktor
bentuk perilaku komunikasi dan faktor regulasi yang belum mengakomodir
kesejahteraan Suku Polahi. Faktor bentuk perilaku komunikasi menjadi faktor
yang paling berpengaruh, karena hal ini mengakibatkan terjadinya hambatan
komunikasi dalam hal pemenuhan kebutuhan dan mata pencaharian oleh
suku Polahi sendiri. Alasan lainnya suku Polahi berusaha seminimal mungkin
untuk melakukan interaksi secara verbal dengan anggota masyarakat dari
luar sukunya, dan lebih memilih interaksi nonverbal. Interaksi nonverbal
juga terjadi dalam proses transaksi jual beli di pasar. Sementara, faktor
regulasi yang belum mengakomodir kesejahteraan suku polahi menjadi alasan
selanjutnya karena hingga saat ini tataran peraturan perundang-undangan
hanya membahas secara sektoral terkait dengan kesejahteraan masyarakat
hukum adat. Bahkan jika ditelisik dalam lingkup peraturan daerah provinsi

atau pun peraturan kabupaten Gorontalo hingga saat ini belum ada regulasi
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yang mengakomodir tekait dengan perlindungan masyarakat Suku Polahi

khususnya yang mengatur tentang pekerjaan dan hak-hak kependudukannya.

Sebagai solusi dalam permasalahan ini, maka akan berfokus pada

tanggungjawab pemerintah terhadap hak masyarakat adat dapat dilaksanakan

dengan cara memberikan penanganan sesuai dengan kebutuhan daripada

masyarakat adat tersebut.

5.2 Saran

1.

2.

Pemerintah daerah melakukan koordinasi yaitu antara Pemerintah Provinsi
Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo serta DPRD untuk
membahas secara komprehensif terkait pembentukan peraturan yang dapat
mengakomodir pemenuhan dan perlindungan hak pekerja dari kalangan
Suku Polahi di Desa Tamaila Utara.

Aparat Desa Tamaila Utara sebaiknya menjadi fasilitator ketika ada
masyarakat lokal/perusahaan sekitar yang ingin mempekerjakan
masyarakat suku Polahi, maka aparat desa yang harus menjadi
penghubung dan sekaligus sebagai pengawas agar kesepakatan antara
pekerja (Suku Polahi) dan yang memberikan kerja (masyarakat lokal)
dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
Pemerintah Kabupaten dan Aparat Desa selalu melakukan monitoring dan

evaluasi terkait dengan program untuk meningkatkan kesejahteraan
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masyarakat suku polahi terutama bagi masyarakat suku polahi yang
mempertahankan kehidupanya melalui pekerjaan yang layak.

. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo
sebaiknya memberikan fasilitasi pencatatan dokumen kependudukan bagi

masyarakat Suku Polahi secara langsung di Desa Tamail Utara.
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